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Dinamika perkembangan hukum pidana di Indonesia mulai mengarah kepada restorative justice. Hal ini
didukung dengan kehadiran Undang-Undang Pemasyarakatan tahun 2022 dan Undang-Undang Hukum
Pidana Baru tahun 2023 yang memiliki semangat restorative justice dalam pelaksanaannya. Implikasi kedua
undang-undang tersebut terhadap Pemasyarakatan juga turut memperluas tugas dan fungsi di setiap proses
peradilan pidana khususnya untuk pelaku dewasa. Meskipun demikian, untuk sistem peradilan pidana
umum, Pemasyarakatan belum memiliki model mengenai pelaksanaan restorative justice. Oleh karenaitu,
sebagai tindak lanjut dari kedua Undang-Undang tersebut maka diperlukan suatu model implementasi
restorative justice yang dapat dilakukan oleh Pemasyarakatan. Penelitian ini dilakukan untuk mencari model
restorative justice Pemasyarakatan dalam dua konteks berbeda yaitu dalam hubungan dengan sub sistem
peradilan pidanalain dan dalam fungsi Pemasyaratan seperti pembinaan dan pembimbingan. Metode
penelitian yang digunakan adalah studi dokumen peraturan-peraturan terkait pelaksanaan restorative justice
di Indonesia serta wawancara studi lapangan. Kemudian peneliti menggunakan teknik delphi untuk
memvalidasi rencana model yang telah diusulkan berdasarkan kerangka teoritik Evidence-Based Practice.
Hasil penelitian memperoleh konsensus terhadap lima model implementasi restorative justice yang dapat
dilakukan Pemasyarakatan dalam dua konteks tersebut. Model dalam hubungan dengan sub sistem peradilan
pidana lain ditujukan untuk memberikan rekomendasi kepada penegak hukum melalui penelitian
kemasyarakatan (litmas) yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Sedangkan model dalam fungsi
pembinaan dan pembimbingan dilakukan untuk memperbaiki hubungan antara pelaku, masyarakat dan
korban melalui program pembinaan dan pembimbingan. Untuk mendukung pelaksanaan model yang telah
disusun, diperlukan dasar hukum yang mengikat seluruh aparat penegak hukum, reformulasi terhadap litmas
dan penguatan struktur lembaga-lembaga terkait.

...... The dynamics of the development of criminal law in Indonesia are starting to lead to restorative justice.
Thisis supported by the presence of the Corrections Law of 2022 and the New Criminal Law Law of 2023
which have a spirit of restorative justice in their implementation. The implications of these two laws for
Pemasyarakatan also expand the duties and functions in every criminal justice process, especially for adult
offenders. However, for the criminal justice system, Pemasyarakatan do not yet have a model for
implementing restorative justice. Therefore, as a follow-up to these two laws, arestorative justice
implementation model is needed that can be carried out by Pemasyarakatan. This research was conducted to
look for arestorative correctional justice model in two different contexts, namely in relation to other
criminal justice sub-systems and in Pemasyarakatan functions such as rehabilitation and guidance. The
research method used was a study of regulatory documents related to the implementation of restorative
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justice in Indonesia and field interviews. Then Delphi technique was used to validate the proposed model
based on the Evidence-Based Practice theoretical framework. The research results obtained a consensus on
five models of implementing restorative justice that can be carried out by Pemasyarakatan in these two
contexts. The model in relation to other criminal justice sub-systemsis aimed at providing recommendations
to law enforcers through social inquiry reports (litmas) carried out by Probation Officers. Meanwhile, the
model in the coaching and mentoring function is carried out to improve the relationship between the
perpetrator, the community and the victim through a rehabilitation and guidance program. To support the
model that has been prepared, alegal basisis needed that binds all law enforcement officials, reformulation
of social inquiry reports and strengthening the structure of related institutions.



